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KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.7.2.6/1116/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANGIL

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun
2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;



10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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20.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan -
Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024



31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan
sebagai pedoman oleh Kecamatan Bangil dalam menyusun RKA
Perubahan Kecamatan Bangil.

KETIGA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal '4 -~ ¥ - 2024,
Pj. BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN : ANDRIYANTO
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan.
2. Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.

3. Kepala Bappelitbangda Kab.
Pasuruan.




Lampiran : Keputusan Bupati Pasuruan

Nomor :00.7.2.6/1116/HK/424.013 /2024
Tanggal : 14 Agustus 2024
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian
tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan
bersama dan menjadi komitmen Semua pihak, maka setiap Organisasi
Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (P-Renja PD). Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2024, merupakan Perubahan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

berdasarkan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024 — 2026.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan
memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, serta Intruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru. Maka Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana
Kerja Kecamatan Bangil tahun 2024 berdasarkan Renstra Kecamatan
Bangil Tahun 2024 - 2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman
dan rujukan dalam menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yang
telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah



Bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1
Bagan Alur Kedudukan Renja

RPD KABUPATEN PASURUAN

Memedomanxl T Mengacu

RENSTRA KECAMATAN BANGIL

RENJA 2024 [ ‘ RENJA 2025 | { RENJA 2026

1.2. LANDASAN HUKUM

1.

Rencana Kerja Kecamatan Bangil disusun atas dasar:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi atas Daerah-
Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu Dibagi Atas Kabupaten dan
Kota, Yang Tiap-Tipa Provinsi, Kabupaten dan Kota itu Mempunyai
Pemerintahan Daerah, Yang Diatur Dengan Undang-Undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorb 6757();

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan san Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tengang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-
Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-
2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-
46/MPP-PA/11/2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penetapan Standart Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur 2005 - 2025;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor.................. Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



1.3.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pasuruan 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024,
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor.......... Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (P-Renja) Kecamatan Bangil adalah untuk memberikan

arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat

waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan

pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat

mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Bangil.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan

Bangil adalah sebagai berikut:

1.

Perubahan Renja Kecamatan Bangil disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
Pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah sesuai dengan
kebijakan-kebijan/ regulasi yang terbaru.

Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan.



3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bangil
selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
4. Renja Kecamatan Bangil disusun untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Perubahan Renja Kecamatan Bangil disusun dengan sistematika
penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut:

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Semester I Tahun 2024
2.2 Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
3.1 Tuyjuan dan Sasaran Perubahan Renja
Perangkat Daerah
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP



2.1

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten
Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Kecamatan Bangil. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi

capaian akhir Renja Kecamatan Bangil sampai dengan tahun

berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024. Sejalan

dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja Kecamatan Bangil

sudah sampai pada triwulan II Tahun 2024, beberapa program dan

kegiatan pembangunan yang tertuang dalam renja Kecamatan

Bangil sudah dilaksanakan dan sudah mulai terlihat hasilnya, yang

mana hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



TABE 2.1 (E.81)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN

RENJA BANGIL
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

Samapi Dengan Triwulan II Tahun 2024 (April)
Indikator Kinerja P Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2024) Tingkat Capaian Tingkat Capaian
ndikator Kinerja Program ; e o " i pxat
Target Renstra Pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra | Target Kinerja dan Anggaran Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | Kinerja dan Realisasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Kinerja dan
Sasaran Program/kegiatan/ Sub Kegiatan 'm“m‘;’/b";:‘_ - (Output)/ (Akhir Periode Renstra) s/d Renja Tahun 2023 20: Renja 2024 Anggaran Renja Sampai Dengan Tahun 2024 Anggaran Renstra
ub Kegiatan 1 I m v Tahun 2024 (%) s/d Tahun 2024
N 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x 100% 14=6+12 15 - 13/5x 100%
® R S R S Rp S Rp S Rp K Rp K Rp L3 Rp K Ro LS Rp K Rp
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bid. Urusan Kewilayahan - Administrasi
PROGRAM Dokumen|/ laporan
Kinerja DAERAH administrasi perangkat daerah 100 % 34.239.700.000 100 % 10.328.591.475 | 25,00 % 1.948.289.803 (25,00 % 875.866.374 50,00 % 2.824.156.177 | 50,00% | 27,34% | 50,00 % 2.824.156.177 | 50,00% | 8,25%
Perangkat Dacrah | KABUPATEN/KOTA yang baik/sesuai regulasi
Persentase Konsistensi indikator
kinerja Program/ Kegiatan/ Sub
Perencanaan, Penganggaran dan kegiatan yang konsisten pada
Evalnasi Kineris Foraagkat Dacrah T 100 % 23.000.000 o % -|ooo % -looo % - - % -| 000% | o000% - % -| 0,00% | 0,00%
evaluasi dibagi jumlah indikator
kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 12,000,000 o Dolumen| 10,00 Dokumen 000  Dokumen . - Dokumen 2| 000w | o000% . Dokumen | 000% | 000%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bvaluasi Kinerja Perangkat Dacrah |JUmIah Laporan Bvaluasi Kinerja 6 Dokumen 11.000.000 0 Dokumen - |0.00  Dokumen - [0.00  Dokumen - - Dokumen -| o00% | o00% - Dokumen -| 000% | o000%
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase laporan keuangan
Daerah yang sesuai dengan ketentuan 100 % 32.010.000.000 100 % 9.419.011.015 (25,00 % 1.871.730.365 |25,00 % 841.820.057 50,00 % 2.713.550.422 | 50,00% | 28,81% | 50,00 % 2.713.550.422 | 50,00% | 8,48%
dan dapat dipertanggungjawabkan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |/U™1ah Orang yang Menerima Gaji | g Pegawai/ 29.960.000.000 65 Pegawai/ 8.851.811.015(65,00 Fegawai/ 1.779.685.493 [0,00  Pegawai/ 789.668.433 65 Pegawai/ 2.569.353.926 |  100% 29,03% 65 Pegawai/ 2.569.353.926 | 33,33% | 8,58%
dan Tunjangan ASN Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Penyediaan Administ Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Dok
nvediaan AdminisTast Administrasi Pelaksanaan Tugas 36  Dokumen 1.870.000.000 1p  Dokume 517.400.000(3,00  Dokumen 92.044.872 [1,00  Dokumen 40.601.624 4 Dokumen 132.646.496 | 33,33% | 2564% 4 Dokumen 132.646.496 | 11,11% |  7,09%
Pelaksanaan Tugas ASN joss n
Pelaksanaan Penatausahaan dan  |Jumlah Dokumen Penatausahaan Dolc
Pengujian / Verifikasi Keuangan  |dan Pengujian/ Verifikasi 12 Dokumen 180.000.000 4 okume 49.800.000(0,00  Dokumen - [1,00  Dokumen 11.550.000 1 Dokumen 11.550.000 | 25,00% | 23,19% 1 Dokumen 11.550.000 | 833% | 642%
SKPD Keuangan SKPD »
Administrasi Kepegawaian Perangkat | Persentase dokumen kepegawaian | 85.000.000 100 % 69.243.600 - % -| 2500% | 000% | 2500 % - | 25,00% | 0,00%
Daerah yang akurat dan sesuai ketentuan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas 5 Paket 55.000.000 2 Paket 33.584.600{0,00  Paket - [0.00  Paket - - Paket -] o000% | 000% - Paket -| 000% | o000%
Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Pegawai bedasarkan Tugas
Penix‘dlkin dan Pela;;han Pegawai |, Fungsi yang mengikuti 6 Orang 30.000.000 2 Orang 35.659.000(0,00  Orang - (0,00  Orang - - Orang -| 0,00% 0,00% - Orang - | 0,00% 0,00%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat 100 % 640.700.000 100 % 213.891.500 (25,00 % 45.628.750 2500 % 18.332.000 50,00 % 63.960.750 | 50,00% | 29,90% | 50,00 % 63.960.750 | 50,00% | 9,98%
Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 6 Paket 44.500.000 2 Paket 28.221.620 Paket - [1.00  Paket 13.712.000 1 Paket 13.712.000 | 50,00% | 48,59% 1 Paket 13.712.000 | 16,67% | 30,81%
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 6 Paket 30.000.000 2 Paket 21.035.760(1,00  Paket 6.817.000 |0,00  Paket - 1 Paket 6.817.000 | 50,00% 32,41% 1 Paket 6.817.000 | 16,67% | 22,72%
Perlengkapan Kantor e




@ . Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 18.000.000 1 Paket 5.994.920(000  Paket - |000  Paket - - Paket -| o000% | 000% - Paket -| 000% | o000%
Perlengkapan Kantor ¢
disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor f{“m“‘“ P*‘kedﬁ 5‘3;“1‘: Logistik 12 Paket 105.000.000 4 Paket 28.547.200(1,00  Paket 11142200 (0,00  Paket - 1 Paket 11142200 | 25,00% | 39,03% 1 Paket 11142200 | 8,33% | 10,61%
antor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 5o payey 48.000.000 12 Paket 16.960.000{0,00  Paket - |000  Paket - - Paket -| o000% | 000% - Paket -| 000% | o000%
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
@ " - Jumlah Doukumen Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang- 12 Dokumen 10.500.000 4 Dokumen| 7.200.000|1,00  Dokumen 1510000 (0,00 Dokumen - 1 Dokumen 1510.000 | 2500% | 20,97% 1 Dokumen 1510.000 | 833% | 14,38%
Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Juniah Laporan Fasilitasi 36 Laoran 23700000 12 Laporan 7452.000(3,00  Laporan 1.069.000 (000 Lagoran . 3 Laporan 1069.000 | 25.00% | 14,38% 3 Laporan 1069000 | B | as1%
unjungan Tamu
y W Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  |o 0/ 'seoo tinaci dan Konsultasi 36 Laporan 361.000.000 Laporan 98.500.000(300  Laporan 25.090.550 |1, Laporan 4.620.000 4 20710550 | 33,33% | 30,16% 4 Laporan 20710550 | 11,11% | 8,23%
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Penyediaan Barang
. ; 3 1000, .063. P - - - o o - % -| 0.00% | o000%
Penunjang Uratan Pemerintah Dacrah | mith Docceb e pocostineny 100 % 592.000.000 % 126.063.810 (0,00 % % 0,00% | 0,00% %
@ e Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 45,000,000 Unit o000 Unit . Unit . -] o000% | o000% - Unit | 000% | o000%
Operasional atau Lapangan i,
Pengadaan Meubeleir umian Paket Mebel yang 9 Unit 80.000.000 Unit 21.050.340[0,00  Unit - Unit - -| 000% | 000% - Unit - | 000% | o0,00%
sediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin  [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin | oy 105.000.000 Unit 7La40.300]0,00  Unit . Unit . | ooo% | o00% -~ Unit | o00% | o00%
Lainnya Lainnya yang discdiakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumiah Unit Gedung Kantor atau 1 unit 350.000.000 Unit o000 unit . Unit -| 000% | 000% - Unit - | 000% | 000%
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana  [Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 2 Unit 12.000.000 Unit 33.664.080(0,00  Unit - Unit - -| 000% [ o000% - Unit -| 0.00% | 000%
Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang disediakan
Persentase Terpenuhinya
penyediann Jasn Penunjang Urusan kebutuhan jasa penunjang 100 % 364.000.000 % 118.272.000 (2500 % 16.168.638 % 13.914.317 30.082.955 | 50,00% | 2544% | 5000 % 30.082.955 | 50,00% | 8,26%
operasional kantor yang tersedia
Penyediaan Jasa Komunikas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
cciaan Ja m st Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 36  Laporan 364.000.000 Laporan 118.272.000(3.00  Laporan 16.168.638 |1, Laporan 13.914.317 - 0,00% 4 Laporan S| 111% | 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik g ¥ P o P P o
v Listrik yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah o 9 X K
Penunjang Urusan Pomerintahan Daerah | mensm Ronors ootk 100 % 525.000.000 % 382.109.550 (2500 % 14.762.050 % 1.800.000 16.562.050 | 50,00% | 4,33% | 5000 % 16.562.050 | 50,00% | 3,15%
Penyediaan Jasa Pemeliharasn, |uuian endaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan (AR 0 CRCEREL BIRERER 355.000.000 Unit 171.579.180{3,00  Unit 14.352.050 0,00 Unit - | a750% | o00% 3 Unit | 17e5% | 000%
Perijinan Kendaraan Dinas A
Operasional atau Lapangan e v pajakny




Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin

6 Unit 9.000.000 2 Unit 11.100.000/1,00  Unit 410000 1,00 Unit 1.800.000 2 Unit - | 10000% | 0.00% 2 Unit .| s333% | 000%
Lainnya Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya [Jmlah Asset TetapLainnyayang. | unie 21,000,000 o Unit oo unit looo it . . umit 2| oo | o0m - umit | oo | o000
pelihara
. umlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung | a0y nan Lainnya yang 2 Unit 80.000.000 2 unit 199.430.370/0,00  Unit - Unit - Unit -| o00% | o000% - Unit - | o00% | 000%
Kantor dan Bangunan Lainnya )
dipelihara/ direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabiltasi Sarana [ 4717 Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau edung Kantor atau bangunan 1 Unit 5.000.000 0 Unit -|0,00  Unit - 0,00  Unit - - Unit - | 0,00% 0,00% - Unit - | 0,00% 0,00%
e e Lainnya yang dipelihara/
B e Dirchabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana Gedung Kantor atau
dan Prasarans Pendulrung Gedung g 2 Unit 55.000.000 o unit Jogo  unit looo  unit . . unit 2| oo | o0m - unit | oo | o0
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Dirchabilitasi
Meningkatnya Hasil Persentase Dokumen
Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % 100 % 2500 % 2500 % 50,00 % 50,00% 50,00 % 50,00%
PROGRAM yang pat
Pemerintahan, PEMERINTAHAN DAN 9.355.450.000 2.844.221.163 420723187 257.681.501 678.404.688 23,85% 678.404.688 8,25%
Pelayanan Publik dan | PUBLIK e pet
Pemberdayaan Jadeke Pelavauss RubhK 4,00 3,05 0,00 - 0,00% - 0,00%
Masyarakat Kecamatan g g © ’
Persentase kegiatan
dinast Keglatan yang 100 % 9.070.750.000 100 % 2.777.505.163 (25,00 % 420723187 (2500 % 206.857.903 50,00 % 0 Y
Koordin ey 8 gan instansi .070.750. 777.505. 00 % 723, X g 00 % 627.581.090 | 50,00% | 22,60% | 50,00 % 627.581.090 | 50,00% | 6,92%
terkait
umlah Laporan Koordinasi/
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan [Sinergitas Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan PelaksanaanKegiatan 3 L 30208500 |1.00 L 23.562.700 |0.00 L . . 3 ” " B . ” "
B erangkat | b o erangkat poran 105.750.000 aporan 208, K aporan 562700 [0, poran Laporan 000% | 0,00% Laporan 000% | 0,00%
Dacrah dan Instansi Vertikal terkait [Dacrah dan Instansi Vertikal
terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |cfektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 233.941.200(3,00  Dokumen 30.240.419 (1,00 Dokumen - 4 Dokumen | s338% | 000% 4 Dokumen <% | 000%
Kelurahan Bendomungal di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 245.389.528(3,00  Dokumen 23.671.692 (1,00 Dokumen 13.647.758 4 Dokumen | ss38% | 000% 4 Dokumen <% | 000%
Kelurahan Dermo di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36  Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 249.409.192(3,00  Dokumen 38.512.842 (1,00 Dokumen 33.052.307 4 Dokumen 71.565.149 | 3333% | 28,69% 4 Dokumen 71.565.149 | 11,11% | 8,78%
Kelurahan Gempeng di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 248.960.292(3,00  Dokumen 25.379.075 (1,00 Dokumen 40.260.114 4 Dokumen 65.639.180 | 3333% | 2637% 4 Dokumen 65.639.189 | 11,11% | 8,05%
Kelurahan Kalianyar di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |cfektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 243.799.815(3,00  Dokumen 24.850.910 (0,00 Dokumen - 3 Dokumen 24.850.910 | 25,00% | 10,19% 3 Dokumen 24.850.910 | 8,33% | 3.05%
Kelurahan Kalirejo di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 240.550.587|3,00  Dokumen 35.660.473 (1,00 Dokumen 31.288.388 4 Dokumen 66.948.861 | 3333% | 2783% 4 Dokumen 66.948.861 | 11,11% | 821%
Kelurahan Kauman di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 248.958.392(3,00  Dokumen 36.071.228 (1,00 Dokumen 25.993.533 4 Dokumen 62.064.761 | 3333% | 24.93% 4 Dokumen 62.064.761 | 11,11% | 7.62%
Kelurahan Kersikan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen| 276.550.803(3.00  Dokumen 37.875.653 (1,00 Dokumen 15.777.951 4 Dokumen 53.653.604 | 3333% | 19,40% 4 Dokumen 53.653.604 | 11,11% | 6,58%

Kelurahan Kiduldalem

di Tingkat Kecamatan




Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Jumlah Dokumen peningkatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen 256.279.840(3,00  Dokumen 48.657.246 [1,00  Dokumen 9.915.488 4 Dokumen 58.572.734 | 33.33% | 22.85% 4 Dokumen 58.572.734 | 11,11% | 7,19%
Kelurahan Kolursari di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Elektifitas Kegiatan  |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen 242.600.132(3,00  Dokumen 49528249 (1,00 Dokumen 16.462.225 4 Dokumen 65.990474 | 33.33% | 27,20% 4 Dokumen 65.990.474 | 11,11% | 8,10%
Kelurahan Latek di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Blektifitas Kegiatan  |Jumlah Dokumen peningkatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |efektifitas kegiatan Pemerintahan | 36 Dokumen 815.000.000 12 Dokumen 260.838.882(3,00  Dokumen 46.712.700 (1,00 Dokumen 20.460.139 4 Dokumen 67.172.830 | 33.33% | 2575% 4 Dokumen 67.172.830 | 11,11% | 8,24%
Kelurahan Pogar di Tingkat Kecamatan
Laporan bulanan
Yang Tidak eksanakan gleh Unit Ketja| PATEN yang Disclesaikan Tepat
100 % 284.700.000 100 % 66.716.000 |16,66 % - % 50.823.598 1666 % 50.823.598 | 16,66% | 76,18% 17 % 50.823.508 | 16,66% | 17,85%
Perangkat Daerah yang ac Wikt menm.ﬂun Perbup - *
Kecamatan PATE}
Peningkatan efektifitas pelaksanaan ‘L’l‘:‘"‘ki’;‘[ "“‘;’e'l“’; P"“’““';“‘f“,
pelayanan kepada masyarakat di fektifitas Pelaksanaan Pelayanan | 15 paporan 284.700.000 3 Laporan 66.716.000(0.00  Laporan - Laporan - - Laporan -| 000% | o00% - Laporan -| 0.00% | o000%
kepada Masayarakat di Wilayah
wilayah Kecamatan
Kecamatan
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan | 100 % 80 % 000 % % - % 0,00% | 7,85% - % 0,00%
yang aktif
PROGRAM PEM
20.241.550.000 6.442.903.815 450.323.950 55.614.000 505.937.950 505.937.950 8,25%
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 2 2
Persentase Kelompok M
100 % 100 % 000 % % - % 0,00% | 0,00% - % 0,00%
Desa/ Kelurahan yang aktif § oo
Persentase hasil evaluasi
Koordinasi Keglatan Pemberdayaan pemberdayaan Masyarakat yang | 100 % 86.000.000 100 % 28.815.000 (0,00 % - % - - % -| o000% | 0,00% <% -| 000% | o000%
ditindaklanjuti
Peningkatan Partisipasi Masyarakat ‘{“‘m’“B: Lembaga KE[')“EI‘S"“':"“‘““ Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
e P o FOMUM | 21 Kemasyar 19.000.000 o a - {000 Kemasyar - Kemasyar - ¥ -| 000% | 0,00% - Kemasyar - | 000% | 0,00%
Perencanaan Pembangunan di Desa | M oyawarah Perencanaan akatan rakatan akatan akatan akatan akatan
Pembangunan di Desa
Peningkatan Blekifitas Kegiatan | 271ah baporan Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat di efektifitas Kegiatan 5 Laporan 67.000.000 1 Laporan 28.815.000 (0,00  Laporan - Laporan - Laporan -] o00% | o00% - Laporan -| 000% | o000%
PemberdayaanMasyarakat di
Wilayah Kecamatan
¥ Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana dan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prasarana serta kegiatan 33 Laporan 19.710.350.000 11 Laporan 6.372.145.815 |3 Laporan 450.323.950 3,00 Laporan 55.614.000 6 Laporan 505.937.950 | 54,55% | 7.94% 6 Laporan 505.937.950 | 18,18% | 2,57%
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlsh Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawarah ang Berpartisipasi dalam Forum | o 18.000.000 7 Kemassy .999.000 |7 o 9.476.450 (0,00 Kemasaya . 7 o 9.478.450 | 100,00% | 94,79% 7 Kemasaya 0.478.450 52,66%
Keturanan Bendomngal Pempanguman d Kenranan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat [Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Lembaga
Dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum |, y 18.000.000 7 y 9.986.000 |7 ay 8.076.000 [0,00  Kemasaya - 7 ay 8.076.000 | 100,00% | 80,87% 7 8.076.000 | 33,33% | 44,87%
e Pempanguman d Kenranan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlsh Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral yang Berpartisipasi dalam Forus 21 Kemasay 18.000.000 7 Kemasay 9.865.000 |7 Kemasay 8.840.000 (0,00 Kemasaya - 7 Kemasay 8:840.000 | 100,00% | 89,61% 7 Kemasaya 8.840.000 49,11%
Keruranan Gempong Pempanguman d Kenranan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningiatan Partsipasi Masyarakat | Jumiah Lembags Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral vang Berpartisipasi dalam Forum | (RS0 18.000.000 . " 9,496,000 |7 o 5491000 [0.00  Kemasaya . 7 o 8.491.000 | 100,00% | 89.42% 7 Kemasaya 8.491.000 47,17%
Keroranan Kaianyar Pempanguman d Kenranan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlsh Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawarah ng Berpartisipasi dalam Forus 21  Kemasay 18.000.000 7 Kemasay 8.594.000 |7 Kemasay 7.619.000 0,00  Kemasaya - 7 Kemasay 7.619.000 | 100,00% | 88,65% 7 Kemasaya 7.619.000 42,33%
arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan

Kelurahan Kalirejo

Pembangunan di Kelurahan




Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

T T b . o Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum 21 . 18.000.000 Kemasay 8.420.000 |7 Kemasay 8.010.000 0,00  Kemasaya 7 Kemasay 8.010.000 | 100,00% | 95,13% 7 Kemasaya 8.010.000 | 33,33% | 44,50%
Kelurahan Kauman Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningkatan Patsipasl Massarakat (Jumiah Leminga Kemasyarskatan Lominga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum 21  Kemasay 18.000.000 Kemasay 9.019.000 |7 Kemasay 8.106.500 (0,00  Kemasaya 7 Kemasay 8.106.500 | 100,00% | 89,88% 7 Kemasaya 8.106.500 | 33,33% | 45,04%
Kelurahan Kersikan Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningiatan Partsipasi Masyarakt [ Jumih Lembags Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral yang Berpartisipasi dalam Forum 21 y 18.000.000 Kemasay 8.544.000 |7 Kemasay 8.401.000 (0,00 Kemasaya 7 Kemasay 8.401.000 | 100,00% | 98,33% 7 Kemasaya 8.401.000 | 3333% | 46,67%
Kelurahan Kiduldalem Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningkatan Patsipasl Massarakat (Jumiah Lembnga Kemasyarskatan Lominga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral yang Berpartisipasi dalam Forum 21  Kemasay 18.000.000 Kemasay 9.999.800 |7 - 7.425.000 [0,00  Kemasaya 7 7.425.000 | 100,00% | 74,25% 7 Kemasaya 7.425.000 | 3333% | 4125%
Kelurahan Kolursari Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningiatan Partsipasi Masyarakat | Jumih Lembags Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral vang Berpartisipasi dalam Forum | ; 18.000.000 Kemasay 8.285.000 |7 Kemasay 7.425.000 {0,00 7 Kemasay 7.425.000 | 100,00% | 89,62% 7 Kemasaya 7.425.000 | 33,33% | 4125%
Kelurahan Latek Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Peningiatan Partsipasi Masyarakt | Jumih Lembags Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Dalam Forum Musyawaral yang Berpartisipasi dalam Forum | 5 70 RE0 18.000.000 ¥ 9.999.000 |7 Kemasay 9.556.000 (0,00  Kemasaya 7 ay 9.556.000 | 100,00% | 95,57% 7 Kemasaya 9.556.000 | 33,33% | 53,00%
Kelurahan Pogar Pembangunan di Kelurahan arakatan arakatan arakatan rakatan arakatan rakatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 352.307.840 (0,00 Unit ~looo  unit - Unit 2| o00% 0,00% Unit ~| 000% | 0,00%
Kelurahan Bendomungal Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 340.396.200{0,00  Unit ~looo  unit . Unit | o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Dermo Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 435.202.038{0,00  Unit “lo0o  unit Unit | o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Gempeng Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 479.383.250{0,00  Unit ~looo  unit Unit | o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Kalianyar Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 394.670.306|0,00  Unit “lo0o  unit Unit 2| o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Kalirejo Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 231.612.888(0,00  Unit ~looo  unit Unit 2| o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Kauman Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 318.975.000{0,00  Unit ~looo  unit Unit | o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Kersikan Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Jumlah Sarana dan Prasarana -

o Unit 1.090.750.000 Unit 211.775.000{0.00  Unit - |00 it Unit -] o00% | o00% Unit - | 000% | o0,00%
Kelurahan Kiduldalem Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana |Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 345.008.033{0,00  Unit ~looo  unit Unit | o00% 0,00% Unit -1 000% | 0,00%
Kelurahan Kolursari Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana|Jumlah Sarana dan Prasarana o Unit 1.090.750.000 Unit 285.164.560{0,00  Unit “looo  unit Unit 2| o00% 0,00% Unit -1 0,00% | 0,00%

Kelurahan Latek

Kelurahan yang Terbangun




Jumlah Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sarana dan Prasarana Unit 1.090.750.000 Unit 438.575.000 Unit Unit Unit 0,00% | 000% Unit - | 000% | o0,00%
Kelurahan Pogar Kelurahan yang Terbangun
i Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 212.877.000 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 1491% 1 Pokmas/ 31.746.000 | 33,33% | 4,65%
Kelurahan Bendomungal . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 208.297.000 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 25,06% 1 Pokmas/ 52.200.000 | 33,33% | 7,64%
Kelurahan Dermo . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di NieTaksanalan Pembordayaon Pokmas/ 683100000 Pokmas/ 118.695.000 Pokmas/ y Pokmas/ | Pokmas/ 100,00% | 674% | Pokmas/ 8.000.000 | as39% | 1179%
Kelurahan Gempeng Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yan;
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 144.604.500 Pokmas/ Pokmas/ Pokmas/ 000% | 000% Pokmas/ - | 000% | o000%
Kelurahan Kalianyar . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 174.434.000 Pokmas/ Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 8,60% 1 Pokmas/ 15.000.000 | 33,33% | 2,20%
Kelurahan Kalirejo Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 334.700.000 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 18,17% 1 Pokmas/ 60.800.000 | 33,33% | 8,90%
Kelurahan Kauman . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yan;
Kelurahan Kersikan . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Nielaksanalan Pembordayaon Pokmas/ 683100000 Pokmas/ 256,927,000 Pokmas/ y Pokmas/ | Pokmas/ 100,00% | 4,00% | Pokmas/ 14.600.000 | 33,33% | 2,14%
Kelurahan Kiduldalem Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 221.691.500 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 45,05% 1 Pokmas/ 99.864.000 | 3333% | 14,62%
Kelurahan Kolursari . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 284.040.000 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 17,99% 1 Pokmas/ 51100000 | 33,33% | 7,48%
Kelurahan Latek Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan Pokmas/ 683.100.000 Pokmas/ 130.542.900 Pokmas/ X Pokmas/ 1 Pokmas/ 100,00% | 62,20% 1 Pokmas/ 81.200.000 11,89%
Kelurahan Pogar . Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Koordinasi dan Sinkronisa Jumlah laporan Koordinasi dan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | Sinkronisasi bemborlakuan Laporan 176.000.000 Laporan - Laporan Laporan Laporan -| ©0,00% | 0,00% Laporan - | 0.00% | 0,00%
Masyarakat (PPICM) embatasan Kegiatan Masyarakat
(PPRM)
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat " " " "
Covid-19 di Tingkat Desa Laporan 16.000.000 Laporan - Laporan Laporan Laporan -] o00% | o00% Laporan | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Bendomungal el / P L P o ol ol
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat " " " "
Covid-19 di Tingkat Desa Laporan 16.000.000 Laporan - Laporan Laporan Laporan -] o00% | o000% Laporan -| 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Dermo e / P o P P P e
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat |0u;4 19 gi Tingkat Desa/ Laporan 16.000.000 Laporan - Laporan Laporan Laporan -] o00% | o000% Laporan -| 000% | o000%

Desa dan Kelurahan Gempeng

Kelurahan




Penanganan Covid-19 di Tingkat

Jumlah Dokumen Penanganan

ovid- in esa, aporan 0 Laporan - aporan - |000  Laporan aporan -| 0o00% | o000% aporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Kalianyar Covid19 di Tingkat Desa/ 2 lapo 16:000:000 Lapor Lapor Lapo Lapo Lapor
Kelurahan
b Covid 10 di Tingkar | umIah Dokumen Penanganan
Desa dan Kelurahan Kalirejo |CV4-19 d Tingkat Desa/ 2 Laporan 16.000.000 0 taporan - Laporan ~[000  Lagoran Laporan | oo | oo Lagoran | 000 | o00%
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  Laporan Laporan -| 0o00% | o00% Laporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Kauman ek / por 0 10 por 50 o
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  rLaporan Laporan -| 0o00% | o000% Laporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Kersikan ek / £ o po po o o
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  Laporan Laporan -| 0o00% | o000% Laporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Kidudalem ek / po po po po po o
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  rLaporan Laporan -| 0o00% | o000% Laporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Kolursari e / P e o P o e
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  rLaporan Laporan -| 0o00% | o000% Laporan - | 000% | o0,00%
Desa dan Kelurahan Latek ek / po o po po o po
Kelurahan
Jumlah Dokumen Penanganan
Penanganan Covid-19 di Tingkat %
Covid-19 di Tingkat Desa 2 Laporan 16.000.000 0 Laporan - Laporan - |000  Laporan Laporan -| 0o00% | o000% Laporan | 000% | o0.00%
Desa dan Kelurahan Pogar € / P e o P o e
Kelurahan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Jumlah "“P"““d:‘:E"““
Keluarga Tingkat dan 45 Laporan 269.200.000 100 Laporan 41.943.000 0,00 Laporan - {000 Laporan Laporan -| o000% | 0,00% Laporan -| 0.00% | 0,00%
Kelumgaa 8! Keluarga Tingkat Kecamatan dan P 2 po P P P po
lurahan
3 Jumiah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Ketahanan Pangan  [o 08 b E TR AT an 90 Keluarga 55.800.000 0 Keluarga . Keluarga 000 Ketuarga Keluarga | ooo% | o00% Keluarga | 000% | 000%
Keluarga
Keluarga
Jumlah Keluarga yang mengikuti
Peningkatan Kesadaran Keluarga  |Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat  |dalam Mewujudkan Rumah Sehat | g9 Keluarga 53.700.000 0 Keluarga - Keluarga <1000 Keluarga Keluarga -| 0o00% | o000% Keluarga - | 000% | o0,00%
dan Layak Huni serta kesadaran  |dan Layak Huni serta Kesadaran
Hukum tentang Kepemilikan Rumah [Hukum tentang Kepemilikan
Rumah
Peningkatan Kesadaran Keluarga |/m1ah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Pendicikan dan (7! . o e
Keterampilan untuk Mewsjudkan lam Peningkatan Pendidikan dan | g0 geluarga 55.800.000 30 Keluarga 41.943.000 Keluarga 000 Keluarga Keluarga | ooo% | oo00% Keluarga | 000% | o000%
N Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Keluarga |/1m1ah Keluarga yang mengikut
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Taraf Hidup o . i
Keluarga Melalui Kehidupan lam Peningkatan Taraf Hidup 9 Keluarga 53.700.000 0 Keluarga . Keluarga “looo  Ketuarga Keluarga 2| 000w | oo0% Keluarga | 00o% | o000%
Berkoperasi dan Pengembangan | o 1uarga melalui Kehidupan
mnnn:. PP & & Berkoperasi dan Pengembangan
4 Ekonomi Lainnya
Penumbuhan dan Peningkatan Jumiah Keluarga yang mengikuti
Penumbuhan dan Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam o Pening
Keterlibatan Perencanaan Kesadaran Keluarga Dalam 90  Keluarga 50.200.000 0 Keluarga - Keluarga - 000 Keluarga Keluarga -| o00% 0,00% Keluarga - | 0,00% 0,00%
ot —— Keterlibatan Perencanaan
e mcpan Menu) & Kehidupan Menuju Keluarga
R Berkualitas
PROGRAM gangguan | 199 o 463.000.000 100 % 108.671.500 % 16.821.000 (2500 % % 16.821.000 | 50,00% | 15,48% % 16.821.000 | 50,00% |  3,63%
DAN KETERTIBAN UMUM trantibum 000 O e § e e 8 8
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase laporan yang 100 % 397.000.000 100 % 108.671.500 % 16.821.000 % % 16.821.000 | 000% | 1548% % 16.821.000 | 0,00% | 4,24%
Ketentraman dan Ketertiban Umum

ditindaklanjuti ke instansi terkait




Sinergitas dengan Kepolisian Negara |Jumlah Laporan Hasil sinergitas
Republik Indonesia, Tentara dengan Kepolisian Negara Republik | 45 |oporan 282.000.000 2 Laporan 91.471.500|1,00  Laporan 16.821.000 Laporan 1 Laporan 16.821.000 | 5000% | 1839% 1,00 Laporan 16,821,000 | 222% | 596%
Nasionla Indonesia dan Instansi | Indonesia, TNI dan Instansi
vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Harmonisasi Hubungan Dengan Harmonisasi Hubungan dengan 2 Laporan 115.000.000 1 Laporan " " "
X 17.200.000{0,00  Laporan - Laporan - Laporan -] o00% | o000% - Laporan - | 000% | 0,00%
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Tokoh Agama dan Tokoh e por v o v por
Masyarakat

Koordinasi Penerapan dan Penegakan | Jumlah Laporan Koordinasi

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala |Penerapan dan Penegakan Perda | 3 Laporan 66.000.000 0 Laporan 000 Laporan - Laporan - - Laporan -| 000% | o000% - Laporan - | 000% | 0,00%

Daerah dan Perkada yang terselenggara

ersi [Jumlah Laporan Koordinasi/
Koordinasi/Sinergi Dengan Sineruitas dengan Perangkat
Perangkat Daerah yang Tugas dan
O D e Daerah yang Tugas dan Fungsinya
Fungsinya di Bidang Penegakan di Bidang Penegakan Peraturan 1 Laporan 66.000.000 0 Laporan - |0.00  Laporan Laporan - Laporan .| 000% 0,00% - Laporan -| 0,00% | 0,00%
Peraturan Perundang-Undangan
¢ Perundang-Undangan dan/ atau
dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negore Repablik
Republik Indonesia Indonesin
URUSAN Konflik SARA yang
e o oomini Koomoang o | 100 % 132.000.000 100 % 41.367.000 (25,00 % -|2s00 % 50,00 % -| s0,00% | 000% | 5000 % - | 50,00% | 0,00%

Penyelenggaraan Urusan Umum Jumlah Peserta yang mengikuti

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan | pembinaan wawasan kebangsaan | 150 Orang 132.000.000 50 Orang 41.367.000 [0,00 Orang - Orang. - - Orang -| 000% | o000% - Orang -| 0,00% | 0,00%

Kepala Daerah dan ketahanan nasional
Pembinaan Wawasan JumIah Orang yang mengikutl
dan Ketahanan Nasional dalam mbinaan Wawasan Kebangsaan
rangka Memantapkan Pengamalan  |dan Ketahanan Nasional dala
Pancasila, Pelaksanaan Undang-  |rangka Memantapkan Pengamalan | 150 Orang 71.000.000 0 Orang - |000  Orang . Orang . Orang | o000% | o00% . Orang .| o00% | o0.00%
Undang Dasar Negara Republik Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian | Undang Dasar Negara Republik
Bhineka Tunggal Ika serta Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Jumlah O kuti
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan [/ @1 OTf8 yang mengticuti
e Soslisaat . Fasilitasi, Koordinasi dan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) | pe 1ipinaan (Bimtek, Sosialisasi, 150 Orang 61.000.000 50 Orang 41.367.000 |0,00  Orang - Orang - Orang -| o00% | o000% - Orang -| 000% | 000%
wawasan Kebangsaan dan
o oo Konsultasi) wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional
Persentase Pemerintahan Des:
PPROGRAM PEMBINAAN DAN
= pEsa |dengan Administrasi Desayang | 90 % 132.000.000 70 % 5.500.000 (0,00 % o0 % - - % -| 000% | o000% - % -| 0,00% | 0,00%
Baik
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi | JumIah Kegiatan Fasilitasi,
dan ‘0 Koo 6 Kegiatan 132.000.000 1 Kegiatan 5.500.000 [0,00 Kegiatan - 10,00  Kegiatan - - Kegiatan -| o000% | 0,00% - Kegiatan -| 0,00% | 0,00%
Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan
pemerintah Desa
Jumlah Dokumen yang difasilitasi
Fasilitasi Penyusunan Peraturan | dalam rangka Penyusunan 3 Dokumen 25.500.000 0 Dokumen - |0.00  Dokumen - [0.00  Dokumen - - Dokumen -] o00% | o000% - Dokumen -| 000% | o000%
Desa dan Paraturan Kepala Desa | Peraturan Desa dan Paraturan
Kepala Desa
litasi Pelak dlihan | umiah Dokumen Fasilitasi Dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Pemeilihan |05 pelaksanaan Pemilihan 2 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen| 5.500.000 (0,00  Dokumen ~|0,00  Dokumen B - Dokumen o o00% 0,00% . Dokumen -] 0,00% | o0,00%
Kepala Desa
Kepala Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Jumiah Deumen Fagiitast dalam
Fungsi dan Kewajiban Lembaga rangka Pelakcsanaan Tugas, Fungsi | 3 pokumen 36.500.000 0 Dokumen| -|0,00  Dokumen - 10,00 Dokumen - - Dokumen - 000% 0,00% - Dokumen - | 000% | 0,00%
dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Jumlah 64.563.700.000 19.771.254.953 2.836.157.940 1.189.161.875 - 4.025319.815 20,36% 4.025319.815 6,23%
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%) 40,00%
Predikat Kerja Program t
Rendah
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 24,73%
Predikat Kinerja Kegiatan Sangat
Rendah
Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan 39,09%
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Sangat
Rendah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Mengoptimalkan sarana dan prasaran yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasran kepada

apaatur k

SDM melalui Pelatihan, bimtek, diklat, seminar, dll

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Kurangnya SDM baik di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan

2. Masih butuhnya pendampingan terkait pelaksanaan dana Kelurahan

3. Masih banyaknya kegiatan yang berbarengan dengan agenda Pemilu serentak tahun 2024




Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, Pembinaan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan

2. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Dinas Lainnya terkait kekurangan Pegawai

3. Melakukan Koordinasi dan pendampingan kepada Pokmas dan Kelurahan

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya

Meningkatkan Komitmen dalam ingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur Desa




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja dan
Anggaran Kecamatan Bangil sampai dengan Triwulan II Tahun
2024, masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan,
yang mana dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dari 2 (dua) sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan
sebelumnya hanya 1 (satu) sasaran indikator kinerja yang
sudah mulai terlihat hasilnya, yaitu sasaran indikator kinerja
meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dari 6 program kegiatan yang ada dengan total anggaran pada
tahun 2024 sebesar Rp.19.771.254.953,- masih terealisasi
sebesar Rp.4.025.319.815,-. Atau sebesar 20.36%.

Dari hasil evaluasi diatas, maka kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu
diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang
direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
yang telah direncanakan;

2. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan
daerah yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi atas
program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

3. Melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam

rangka pendampingan kegiatan yang telah direncanakan.

2.2 Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sebagai salah satu dari organisasi perangkat daerah yang
bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah,
Kecamatan  Bangil merupakan  Perangkat Daerah  yang
meyelenggarakan urusan fungsi pendukung lainnya, yang mana
dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

ditentukan oleh faktor eksternal dan interna, antara lain:



Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering
Mengalami Perubahan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian
dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas
dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU,
PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait.
Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan
tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara
baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah
terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami
distorsi.

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Banyaknya Pegawai yang sudah purna tugas dan tidak
diimbangi dengan perekrutan pegawai baru, sehingga
banyaknya kekosongan jabatan baik itu jabatan struktural
maupun pelaksana yang ada dilingkup Kelurahan maupun
Kecamatan. Sebagai contoh Keluarahn Kersikan yang ada di
wilayah Kecamatan Bangil hanya terdapat 2 (dua) orang ASN
yaitu Kepala Kelurahan dan 1 (satu) oarang Pejabat Pelaksana/
staf.

Adanya beberapa tugas tambahan/ jabatan yang diemban Oleh
beberapa Pegawai baik itu di lingkup kelurahan maupun
kecamatan dalam Rangka Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun
2024.

Keikutsertaan beberapa Pegawai baik ditingkat kecamatan
maupun Keluarahan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
rangka Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mengakibatkan
bertambahnya beban kerja yang diemban.

Rencana Penghematan Anggaran Tahun 2024 oleh Pemerintah
Kabupaten Pasuruan terkait defisit anggaran pada APBD TA
2024 Pada Kabupaten Pasuruan.

Dalam Rangka Penyesuaian SILPA Kabupaten Pasuruan hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka perlu dilakukan
langkah strategis berupa penghematan Belanja pada APBD
Tahun Anggaran 2024.



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran /implementasi dari pernyataan
Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun.
Berdasarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Pasuruan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Bangil dari penjabaran tujuan nomor 3, adalah

sebagai berikut:

» Tujuan :
* Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat
Kecamatan
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Yang mana dapat diperoleh dari hasil perhitungan IKM
berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian

sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu
sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi
Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui
penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Bangil yang

ditetapkan sebagai berikut :

» Sasaran 1 :

» Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa/ Kelurahan.

Indikator: Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan.
Yang mana dapat diperoleh melalui hasil Rata-rata
capaian indikator kinerja program, yang mana formulasi

perhituangannya sebagai berikut:

Rata® Capaian Indikator Kinerja Program

_ Jumlah Capaian Indikator Program

~ Jumlah Indikator Kinerja Program



) ) o Realisasi
Capaian Indikator Kinerja Program = ———x100%
Target

» Sasaran 2 :

» Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Indaktor : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
Yang mana dapat diperoleh dari hasil evaluasi AKIP PD
oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian
managemen kinerja sesuai dengan Permenpan RB No. 88
Tahun 2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangil dapat dilihat

pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
TARGET IKU/SPM /IKK TAHUN 2024
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

IKU/ SPM/ Realisasi Target 2024
Satuan

Ne Urain IKK 2023

Keterangan
Awal Perubahan

1 3 a 5 6 7 8

A |Tujuan PD:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Indikator:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 96,05

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan

Indikator:

Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas % 63,15

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

Indikator:

Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina % 100,00

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas
Masyarakat Kecamatan

Indikator:

Persentase Konflik yang tertangani diwilayah

o
Kecamatan %o 100,00

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat
Daerah

Indikator:

Nilai SAKIP Kecamatan Nilai 75,55

B [Tujuan PD:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Tingkat Kecamatan

Indikator :

Sesuai dengan Renstra 2024-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Nilai 97 97 oot

Sasaran :

Meningkatnya Hasil Koordinasi
1 |Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan
Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/

Indikator :

Sudah Relevan dikarenakan
Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan % 100 100 hasil proyeksi tahun 2023
sudah mencapai 100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Indikator :

Sesuai dengan Renstra 2024-

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 76 76 2026




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator kinerja tujuan
dan indikator kinerja sasaran kecamatan Bangil pada Tahun 2024
tidak mengalami Perubahan yaitu:
» Indikator Kinerja Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dengan target 97.00.
» Indikator Kinerja Sasaran Pertama yaitu Persentase Hasil
Penyelenggaraan Kecamatan dengan target 100%.
» Indikator Kinerja Sasaran Kedua yaitu Nilai SAKIP Perangkat
Daerah dengan target 76.00.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana kerja Kecamatan Bangil untuk tahun
2024, yang mana terdiri dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan
yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagaimana dengan tema Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 yaitu “ Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata
Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Dan Daya Saing Daerah”, dari rumusan rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bangil Tahun 2024,
tidak ada program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung
prioritas daerah tahun 2024 secara spesifik, sebagaimana dapat

dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:



TABEL 3.2
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

PROGRAM /KEGI

PRIORITAS PROYEK ATAN/SUB

PEMETAAN TARGET INDIKATOR
BERDASARKAN PAGU ANGGARAN (Rp) KINERJA

NO | PEMBANGUNAN KEGIATAN BAB
DAERAH STRATEGIS IV RKPD TAHUN SIPZ (;I‘ 2A4HUN
2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN

N H L

© o] ~ o)) o » w N —-

—
o

Adapun rumusan Perubahan Renja Kecamatan Bangil Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 yang mana memuat S (lima) Program/ 14 (empat
belas) kegiatan/ 71 (Tujuh Puluh satu) sub kegiatan dengan besaran
anggaran Rp.18.998.684.466,-, yang mana anggaran tersebut pengelolaan
oleh Kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan
Bangil. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sesuai

bidang pengampu masing-masing yang kami uraikan dibawah ini:

1. SEKRETARIAT :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

e Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

e Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

e Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya;

e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor;



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Fasilitasi Kunjungan Tamu;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan,;
Pengadaan Meubeleir;

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan;

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :



e Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait.

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Sub Kegiatan :

e Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Paraturan
Kepala Desa,;

e Fasilitasi Pelaksanaan Pemeilihan Kepala Desa;

e Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Lembaga Kemasyarakatan.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.

PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN

DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

e Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan:

e Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di wilayah Kecamatan;

Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan:

e Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing;



4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN

UMUM

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman
dan Ketertiban umum

Sub Kegiatan:

e Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

masyarakat

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1.

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketrtiban Umum

Sub Kegiatan:

e Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan.

e Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

6. KELURAHAN

1.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Bendomungal,

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Dermo;

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Gempeng;

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Kalianyar;

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan Kelurahan Kalirejo;



e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan Kelurahan Kauman;
di

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat

Kecamatan Kelurahan Kersikan;
di

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat

Kecamatan Kelurahan Kiduldalem;
di

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat

Kecamatan Kelurahan Kolursari;

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Latek;

e Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kelurahan Pogar.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

e Peningkatan Dalam Forum

Partisipasi Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Bendomungal;

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Dermo;

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Gempeng;

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kalianyar;

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kalirejo;

e Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Kauman;



Peningkatan
Musyawarah
Kersikan;
Peningkatan
Musyawarah
Kiduldalem;
Peningkatan
Musyawarah
Kolursari;
Peningkatan
Musyawarah
Latek;
Peningkatan
Musyawarah

Pogar;

Pembangunan

Bendomungal,;

Partisipasi

Perencanaan

Partisipasi

Perencanaan

Partisipasi

Perencanaan

Partisipasi

Perencanaan

Partisipasi

Perencanaan

Sarana

dan Prasarana

Masyarakat Dalam Forum

Pembangunan di Kelurahan
Masyarakat Dalam Forum
Pembangunan di Kelurahan
Masyarakat Dalam Forum
Pembangunan di Kelurahan
Masyarakat Dalam Forum
Pembangunan di Kelurahan
Masyarakat Dalam Forum

Pembangunan di Kelurahan

Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo;

Pembangunan Sarana

Gempeng;

Pembangunan

Kalianyar;

Sarana

dan Prasarana

dan

Kelurahan

Prasarana Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo;

Pembangunan

Kauman;

Sarana

dan

Prasarana Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan;

Pembangunan

Kiduldalem:;

Pembangunan

Kolursari;

Sarana

Sarana

dan

dan

Prasarana Kelurahan

Prasarana Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek;

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar;

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendomungal,

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dermo;

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gempeng;

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalianyar;



e Pemberdayaan Masyarakat
e Pemberdayaan Masyarakat
e Pemberdayaan Masyarakat
e Pemberdayaan Masyarakat
e Pemberdayaan Masyarakat
e Pemberdayaan Masyarakat

e Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Kalirejo;
Kelurahan Kauman;
Kelurahan Kersikan;
Kelurahan Kiduldalem:;
Kelurahan Kolursari;
Kelurahan Latek;

Kelurahan Pogar.

secara detail dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:



OPD : KECAMATAN BANGIL

‘Tabel 3.3

TABEL PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN PASAURUAN

Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber .
No : Target Target Target Target Analisa Perubahan
Pemerintahan Indikator Kinerja Program / arge i Indikator Kinerja Program / TS Dana i
Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiaten Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiaten/Sub Kogictan Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp)
Kineria Kineria Kineria Kineria
(2) (3) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (10)
Adanya surat dari Sekretaris
Urusan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Dokumen/ laporan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Dokumen/ laporan Dacrah Kabupaten Pasuruan
1 DAE] administrasi perangkat daerah yang 100% 11.511.700.000  100% 10.328.591.475 | PEMERINTAHAN DAERAH administrasi perangkat daerah yang 100% 10.322.591.475| DAU 6.000.000 | \o10r100.3.4/1245/424.10
Fungsi Penunjang | KABUPATEN/KOTA baik/sesuai regulasi KABUPATEN/KOTA baik/sesuai regulasi 2/20%4 porihal :
TrTaaTor TrraTKETor Belanja APBD
kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Tahun 2024 dan disusuli
Bidang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan kegiatan yang konsisten pada 100% 6.000.000 |Perencanaan, Penganggaran dan kegiatan yang konsisten pada | bau |dengan surat dari
Kewilayahan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah | dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen rencana, anggaran dan Seleretarial Dacrah
evaluasi dibagi jumlah indikator evaluasi dibagi jumlah indikator
brbdiion : Kabupaten Pasuruan Nomor:
100.3.4/1586/424.102/202
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 tanggal 08 Mei 2024
y 000, - -| bau est -
Unsur Kecamatan |, o ocat Daerah Perangkat Daerah 2 Dokumen 3:000.000 Perangkat Daerah Perangkat Daerah perihal Tindak Lanjut
Penghematan APBD 2024
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ‘;:::;(:t“?;:faﬁm““‘ Kinerja 4 Laporan 3.000.000 - |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ‘;:‘:‘;i’;k;‘:’%‘::‘ahﬁ"“‘“as‘ Kinerja - | pau -
- laporan yang - oran yang
2! sesuai dengan ketentuan dan dapat 100% 10.622.500.000|  100% 9.419.011.015 € sesuai dengan ketentuan dan dapat 100% 9.419.011.015| DAU -
Daerah Daerah
dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan
) ) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 65 65 6.851.811.015 " Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 65 5.851.811.015| DAU .
Penyediaan Gayji dan Tunjangan ASN [0SR OF2Red Orang) Bulan 9.977.500.000| o 5% am 5 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  [JuPeR OreBes Orang) Bulan 851811
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan |Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan |Jumlah Dokumen hasil Penyediaan
. 517.400.000 517.400.000| DAU -
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen 590.000.000| 12 Dokumen Tugas ASN ‘Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
. 49.800.000 49.800.000| DAU -
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKpD | + Dokumen 55.000.000| 4 Dokumen Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKpD | ¢ Dokumen
inis '8 0, ini ng! )9 -
Daerah administrasi Kepegawaian 100% 25.000.000|  100% 69.243.600  poeran administrasi Kepegawaian 100% 69.243.600|  DAU
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
.000. 33.584.600 33.584.600| DAU -
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya 2 Paket 15.000.000] 2 Paket Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapannya 2 Paket
Jumlah Pegawai bedasarkan Tugas dan Jumlah Pegawai bedasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian | g\, o ; vang mengikuti Pendidikan dan 2 Orang 10.000.000| 2 Orang 35.659.000 dan Pelatihan Fungsi yang i idikan dan | 2 Orang 35.650.000| DAU -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi ; Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelatihan Pelatihan
. umum . " umum "
Umum Perangkat Daerah | "S7220 5 “eOAH 100% 197.700.000|  100% 213.891.500 Umum glat Daerah | ooro o et 100% 207.891.500| DAU 6.000.000
Penyediaan K Instal Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan K Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
cnyeciaan fomponen nsta‘asi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 12.500.000| 2 Paket 28.221.620 | cyediaan Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 28.221.620| DAU -
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor / Pl Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor / Per
yang disediakan yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
.000. 21.035.760 15.035.760| DAU 6.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Paket 8.000.000| 2 Paket Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Umiah Paket Peralatan Rumah Tangga | ) pyye 8.000.000| 1 Paket 5.994.920 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | UMiah Paket Peralatan Rumah Tangga | ) pyqt 5.994.920| DAU R
yang disediakan yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Paket 30.000.000| 2 Paket 28.547.200 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 2 Paket 28.547.200| DAU -
vang disediakan yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 14.000.000| 2 Paket 16.960.000 | Penvediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 16.960.000| DAY .
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Doukumen Bahan Bacaan dan | 5o .500.000| 3 Dokumen 7,200,000 | Penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Doukumen Bahan Bacaan dan | oo 7.200.000|  DAU .

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Analisa Perubahan
Pemerintahan i ineri Target Target Target Dana | Target
D Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp)
a Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan
Kineria Kineria Kineria Kineria
(2) 3) (5) (6) (7 (8) ] (10) (10)
Fasilitasi Kunjungan Tamu f_:’n‘:“l“h Laporan Fasilitasi Kunjungan | 5 poran 6.700.000| 12 Laporan 7.432.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu i::i‘a“ Laporan Fasilitasi Kunjungan | 15 1 o pyran 7.432.000| DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan
; oran. 12 La 116.000.000| 12 Lay 98.500.000 . 12 La 98.500.000| DAU
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 L@Poran 2 Laporan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD poran
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik DAU
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Daerah yang Terealisasi 100% 400.000.000|  100% 126.063.810 | b njang Urusan Pemerintah Daerah | Daerah yang Terealisasi 100% 126.063.810
’ Jumlah Unit Kendaraan Dinas ; Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas ) Pengadaan Kendaraan Dinas ! DAU
Operasional ata Lapangan Operasional atau Lapangan yang Unit - * | Operasional ata Lapangan Operasional atau Lapangan yang -
e disediakan disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 3 Unit 25.000.000| 3 Unit 21.050.340 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 3 Unit 21.050.340| DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 3 Unit 20.000.000| 3 Unit 71,340,300 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 3 Unit 71.349.300| DAU
Lainnya Lainnya yang disediakan Lainnya Lainnya yang disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau
¢ < or at 1 Unit 350.000.000 - ¢ ) or at -| pau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang discdiakan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 5.000.000| 1 Unit 33.664.080 | Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 33.664.080| DAU
Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang disediakan Bangunan Lainnya Bangunan lainnya yang disediakan
" . Persentase Terpenuhinya kebutuhan : . Persentase Terpenuhinya kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan "
B e jasa penunjang operasional kantor 100% 102.000.000|  100% 118,272,000 | D0y e e jasa penunjang operasional kantor 100% 118.272.000| DAU
yang tersedia yang terse
i . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa ) . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | g nicasi Sumber Daya Air dan 12 Laporan 102.000.000| 12 Laporan 118.272.000 | Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber |y niicasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 118.272.000| DAU
Daya Air dan Listrik om oum® Daya Air dan Listrik om oum:
Listrik yang disediakan Listrik yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah . Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan ;:""‘““ Barang Milik Daerah 100% 158.500.000 100% 382.109.550 | Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Barang Milik Daerah 100% 382.109.550| DAU
ngan Kondisi Baik Dengan Kondisi Baik
Daerah Daerah
:e“y eld;lm ""‘sl';‘a‘,’ek“‘;"h;‘;”?‘," Biaya | jumlah Kendaraan Perorangan Dinas ﬁnyel‘,’aa"“ ""s;’ ‘,’el?‘:“h:““' Biaya | jmlah Kendaraan Perorangan Dinas
emeiharaan, Pajak dan peryinan Operasional Lapangan yang dipelihara 8 Unit 110.000.000| 8 Unit 171.579.180 |Femeliharaan, Pajak dan Perijinan Operasional Lapangan yang dipelihara 8 Unit 171.579.180 | DAU
Dinas Of atau [t e Kendaraan Dinas Operasional atau | g7 783 0% APenens v
Lapangan pajakny: Lapangan 3 pajakny:
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 2.500.000| 2 Unit 11.100.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Unit 11.100.000 | DAU
Lainnya yang dipelihara Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Asset Tetap Lainnya yang 2 Unit 6.000.000 - |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Asset Tetap Lainnya yang - | pau
dipelihara dipelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung  |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan ; ) Pemeliharaan/ Rehatilitasi Gedung  |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
.000. 199.430.370 199.430.370 |  DAU
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 30.000.000| 1 Unit Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit
Pemeliharaan/ Rehabiltasi Sarana dan |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/ Rehabiltasi Sarana dan |Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau bangunan Lainnya yang 1 Unit 5.000.000 - |Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau bangunan Lainnya yang -| pau
bangunan Lainnya dipelihara/ Direhabilitasi bangunan Lainnya dipelihara/ Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan |70™\ah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau ; Pendukung Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Gedung Kantor ‘ " ate 1 Unit 5.000.000 - |dan Prasarana Pendukung Gedung ; ‘ ata -| pau
atan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ tor atas Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi Kan| Dirchabilitasi
Persentase kegiatan pemerintahan Persentase kegiatan pemerintahan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan tase kegiat . . Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan tase Heglat 4 .
Pomerintaban 4 Tinghat Kecamatan |21 dikoordinasikan dengan instansi 100% 2.785.000.000|  100% 2777505163 O tahan di Tinghat Kecamatan. |78 dlkoordinasikan dengan instansi 100% 2.777.505.163| DAU




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Analisa Perubahan
Pemerintahan R . Target Target Target Dana | Target
D Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp)
a Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan
Kineria Kineria Kineria Kineria
(2) 3) (5) (6) (7 (8) ] (10) (10)
Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan  |Jumlah Laporan Koordinasi/ Sincrgitas Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan  |Jumlah Laporan Koordinasi/ Sincrgitas
dan Pelaksanaan Kegiatan dan dan Pelaksanaan Kegiatan dan i
1L .000. 1 30.208.500 1 30.208.500 | DAU -
Pemerintahan dengan Perangkat Pemerintahan dengan Perangkat aporan 35.000.000| 1 Laporan Pemerintahan dengan Perangkat Pemerintahan dengan Perangkat Laporan
Daerahdan Instansi Vertikal Terkait | Daerah dan Instansi Vertikal terkait Daerahdan Instansi Vertikal Terkait | Daerah dan Instansi Vertikal terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di | 12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 233.941.200 | Pemeri di Tingkat kegiatan Pemeri 12 Dokumen 233.941.200 | DAU -
Kelurahan Bendomungal Tingkat Kecamatan Kelurahan Bendomungal Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
P di Tingkat i egiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 245.389.528 |Pemeri di Tingkat kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 245.389.528 | DAU -
Kelurahan Dermo Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
P di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 249.409.192 |Pemeri i Ti kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 249.400.192 | DAU -
Kelurahan Gempeng Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efcktifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
P di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 248.960.292 |Pemeri di Tingkat kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 248.960.292 | DAU -
Kelurahan Kalianyar Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
P di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 243.799.815 |Pemeri di Tingkat kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 243.799.815 | DAU -
Kelurahan Kalircjo Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalircjo Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 240.559. Pemeri di Tingkat kegiatan Pemeri di | 12 Dokumen 240.559.587 | DAU -
Kelurahan Kauman Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 248.958.392 |Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 248.958.392 | DAU -
Kelurahan Kersikan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 276.559.803 i i Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 276.559.803 | DAU -
Kelurahan Kiduldalem Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri i Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 256.279.840 | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | efektifitas kegiatan Pemerintahan di | 12 Dokumen 256.279.840 | DAU -
Kelurahan Kolursari Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 242.600.132 | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | efektifitas kegiatan Pemerintahan di | 12 Dokumen 242.600.132 | DAU -
Kelurahan Latek Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Dokumen peningkatan
Pemeri di Tingkat ifitas kegiatan Pemeri di |12 Dokumen 250.000.000| 12 Dokumen 260.838.882 | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | efektifitas kegiatan Pemerintahan di | 12 Dokumen 260.838.882 | DAU -
Kelurahan Pogar Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Peresentase Laporan bulanan PATEN Pemerintahan yang Tidak Peresentase Laporan bulanan PATEN
Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% 87.000.000|  100% 66.716.000 | Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% 66.716.000| DAU °
Perangkat Daerah yang ada di {Berdasarkan Perbup PATEN) Perangkat Daerah yang ada di {Berdasarkan Perbup PATEN)
n
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan ‘é‘tﬁ?&::‘;;‘:’;&:ﬁ:ﬁkl:;‘;anm Jumlah Laporan Peningkatan
i 000. 66.716.000 i 66.716.000| DAU -
Pelayanan kepada Masayarakat di oo Masayaraleat & Wilsonh 2 Laporan 87.000.000| 2 Laporan Pelayanan kepada Masayarakat di tpada Matayatatat di Witoa 2 Laporan
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Persentase hasil evaluasi Persentase hasil evaluasi
g::’_"“"“i Kegiatan Pemberdayaan | 1 erdayaan Masyarakat yang 100% 26.000.000 100% 28.815.000 De“":_' dinasi Kegiatan Pemberdayaan | o 1 o davaan Masyarakat yang 100% 28.815.000| DAU o
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang | 7 1 ¢ ypaea Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi Dalam Forum Dalam Forum
Dalam Forum Musyawarah Kemasyaraka 6.000.000 - | Dalam Forum Musyawarah -| pau -
Perencanaan Pembangunan di Desa | MuSyawarah Perencanaan tan Perencanaan Pembangunan di Desa | Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa
Peninghatan Biektiftas Kegiaran | Jmlah Laporan Peninglatan Kegiatan  |J2mieh Laporan Peninglatan
i Wi .000. 28.815.000 i Wi 28.815.000 | DAU -
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah (o 0S Tes FOOR0 L agan | 1 Laporan 20.000.000( 1 Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah |0 C0 TS FORCRE i wilayan | ! Laporan
Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Jumlah Laporan Pembangunan/ Jumlah Laporan Pembangunan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | J6020 B2t Saenn 0 Moot 11 Laporan 6.006.000.000| 11 Laporan 6.372.145.815 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5020 B2, Baoers (08 Pores 11 Laporan 5.646.942.328 v 725.203.487
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Target Target Target Analisa Perubahan
Pemerintahan Indikator Kinerja Program / G Indikator Kinerja Program / v a o
P Kegiat: b Kegiata Pagu (R Indikat Pagu (R P Kegiatan/Sub Kegiatan Indikat Pagu (R Indikat Pagu (R
Daerah rogram/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan agu (Rp) m:‘ eﬂ:r agu (Rp) rogram/Kegiatan/Sub Kegiaf Kegiatan/Sub Kegiatan ';ﬁ n:ﬂ :r 'agu (Rp) m; eﬁ:r agu (Rp)
(2) 3) (6) (7 (8) ] (10) (10)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;o
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Koo Erikﬂ 5.000.000| Kemas Erikﬂ 6,099,000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemas arf;ka 9.999.000| DAU R
di Perencanaan o <000 o 7% Perencanaan di o .
Kelurahan Bendomungal Pembangunan di Kelurahan di
Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;. W 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;0
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasysrgks 5.000.000 Kemasysrgks 0.086.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemssyarih 9.086.000| DAU R
di -000- 2P0 perencanaan di R
Kelurahan Dermo Pembangunan di Kelurahan tan Kelurahan Dermo Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| oo 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| o oo
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyargaks 5.000.000 Kemasyargks 0.865.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarika 0.865.000| DAU R
di -000. - di .865.
Kelurahan Gempeng Pembangunan di Kelurahan tan tan Kelurahan Gempeng Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| . 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| . o
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyargaks 5.000.000 Kemasyargks 0.496.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarika 9.496.000| DAU R
di -000. : di .496.
Kelurahan Kalianyar Pembangunan di Kelurahan tan tan Kelurahan Kalianyar Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| oo 7 Lemba, Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| o oo
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyargka 5.000.000 Kemasyafka 5.504.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarika 8.504.000| DAU .
; .000. . 594,
Kelurahan Kalirejo Pembangunan di Kelurahan tan Kelurahan Kalirejo Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;. 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;oo
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyafka 5.000.000 Kemasyargka 5.420.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar'ika 8.420.000| DAU R
di -000- di S
Kelurahan Kauman Pembangunan di Kelurahan tan fan Kelurahan Kauman Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;. 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;o
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyafka 5.000.000 Kemasyarika .019.000 | Palam Forum Musyawaral Berpartisipasi dalam Forum Kemsyar'ika 9.019.000| DAY .
di B di o
Kelurahan Kersikan Pembangunan di Kelurahan tan tan Kelurahan Kersikan Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;. 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;oo
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar?ka 5.000.000 Kemasyarika 5,544,000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar‘ika 8.544.000| DAU .
‘ .000. : 544
Kelurahan Kiduldalem Pembangunan di Kelurahan tan fan Kelurahan Kiduldalem Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;. 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;oo
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar?ka 5.000.000 Kemasyarika 9.999.800 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar‘ika 9.099.800| DAU .
di -000- di 290
Kelurahan Kolursari Pembangunan di Kelurahan tan fan Kelurahan Kolursari Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| | 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| | =
Dalam Forum Musyawaral Berpartisipasi dalam Forum Kemasyargka 5.000.000 Kemasyarika 5.285.000 | Dalam Forum Musyawara Berpartisipasi dalam Forum Kemasyﬂik‘a 5.285.000| DAU R
di -000- Perencanaan di 28
Kelurahan Latek Pembangunan di Kelurahan tan fan Kelurahan Latek Pembangunan di Kelurahan tan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat  |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| | 7 Lembaga Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang| ;| 0
Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Ko arika 5.000.000| Kumras arika 6.999.000 | Dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Keman mika 9.999.000| DAY R
Perencanaan v <000 o 779% perencanaan . .
Kelurahan Pogar Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Pogar Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 352,307,840 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 289.609.490| DAU 62.608.350
Kelurahan Bendomungal Kelurahan yang Terbangun -000- 0T yang Terbangun <00 098
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 340.396.200 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 333.916.200| DAU 6.480.000
Kelurahan Dermo Kelurahan yang Terbangun -000- 390209 Kelurahan Dermo Kelurahan yang Terbangun 210 450
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 435,202,038 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 369.874.650| DAU 65.327.379
Kelurahan Gempeng Kelurahan yang Terbangun -000- 202958 | Kelurahan Gempeng Kelurahan yang Terbangun S -2t
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 479,383,250 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit s17.013.250| DAU 62,370,000
Kelurahan Kalianyar Kelurahan yang Terbangun -000- 983259 Kelurahan Kalianyar Kelurahan yang Terbangun o
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 304,670,306 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana J— 328.736.306| DAY 65.934.000
Kelurahan Kalirejo Kelurahan yang Terbangun o o Kelurahan Kalirejo Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana  |Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 251,612,888 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana J— 231.612.888| DAU .
Kelurahan Kauman Kelurahan yang Terbangun o o Kelurahan Kauman Kelurahan yang Terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana ) Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana )
41.000. 318.975.000 300.000.000| DAU 18.975.000
Kelurahan Kersikan Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 341.000.000] 3 Unit Kelurahan Kersikan Kelurahan yang Terbangun 3 Unit
Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana ) Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana )
41.000. 211.775.000 211.775.000| DAU -
Kelurahan Kiduldalem Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 341.000.000] 3 Unit Kelurahan Kiduldalem Kelurahan yang Terbangun 3 Unit
Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 345,008,033 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 258.150.185|  DAU 6.848.848
Kelurahan Kolursari Kelurahan yang Terbangun o B Kelurahan Kolursari Kelurahan yang Terbangun e o




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Target Target Target Analisa Perubahan
Pemerintahan Indikator Kinerja Program / G Indikator Kinerja Program / v Dana o
Program/Kegiat: b Kegiata Pagu (R Indikat Pagu (R Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikat Pagu (R Indikat Pagu (R
Daerah rogram/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp) teator (Rp) rogram/Kegiatan/Sub Kegiaf Kegiatan/Sub Kegiatan ncikator agu (Rp) Heator agu (Rp)
Kineria Kineria Kineria
(2) [E]] (6) (7 (8) ] (10) (10)
Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana ) Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana )
41.000. t 285.164.560 249.042.550 | DAU 36.122.010
Kelurahan Latek Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 341.000.000| 3 Uni Kelurahan Latek Kelurahan yang Terbangun 3 Unit
Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 341.000.000| 3 Unit 438,575,000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 288.800.000| DAU 40.775.000
Kelurahan Pogar Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Pogar Kelurahan yang Terbangun
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ’ Jumlah Pokmas dan Ormas yang
ie‘l“bef"y‘;f‘“ yasya‘a“f‘ di Melaksanakan Pemberdayaan 1 g"kmas/ 200.000.000| * ‘;"k‘“as/ 212.877.000 ;""l“k”‘;ld"‘y'”;’" ;‘asy amkla‘ di Melaksanakan Pemberdayaan 1 ‘;"k’“"’s/ 212.877.000| DAU -
elurahan Bendomungel Masyarakat di Kelurahan rmas rmas elurahan Bendomungal Masyarakat di Kelurahan rmas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ’ Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| ! Pokmas/ 208.297.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 152.631.000| DAU 55.666.000
Kelurahan Dermo - Ormas Ormas Kelurahan Dermo : Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ; Jumlah Pokmas dan Ormas yang
i“‘l“be:iayaé‘“ Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 ‘;"“mas/ 200.000.000| ! ‘g’kmas/ 118.695.000 i”l“b“:"‘yag" Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 ‘;"km'“‘s/ 118.695.000| DAU -
elurahan Gempeng Masyarakat di Kelurahan rmas rmas elurahan Gempeng Masyarakat di Kelurahan rmas
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ’ Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| 1 Pokmas/ 144.604.500 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 144.604.500| DAU -
Kelurahan Kalianyar Ormas Ormas Kelurahan Kalianyar Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
! Jumlah Pokmas dan Ormas yang Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| 1 Pokmas/ 174.434.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 174.434.000| DAU -
Kelurahan Kalirejo Ormas Ormas Kelurahan Kalircjo Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| 1 Pokmas/ 334.700.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 272.585.000 | DAU 62.115.000
Kelurahan Kauman " Ormas Ormas Kelurahan Kauman " Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| 1 Pokmas/ 250.060.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 207.010.000| DAU 43.050.000
Kelurahan Kersikan " Ormas Ormas Kelurahan Kersikan " Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| ! Pokmas/ 356.927.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 203.592.000| DAU 63.335.000
Kelurahan Kiduldalem " Ormas Ormas Kelurahan Kiduldalem ’ Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ) Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| ! Pokmas/ 221.691.500 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 221.691.500| DAU -
Kelurahan Kolursari " Ormas Ormas Kelurahan Kolursari ’ Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ) Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000| ! Pokmas/ 284.040.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 256.200.000| DAU 27.750.000
Kelurahan Latek " Ormas Ormas Kelurahan Latek Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang ) Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 200.000.000 ! Pokmas/ 130.542.900 | Pemberdayaan Masyarakat di Melaksanakan Pemberdayaan 1 Pokmas/ 111.786.000| DAU 18.756.900
Kelurahan Pogar ; Ormas Ormas Kelurahan Pogar Ormas
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan Koordinasi dan - dinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan Koordinasi dan
dina, . Sinkronisasi Pemberlakuan Koo, . Sinkronisasi Pemberlakuan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan |pooe: hgioss a 11 Laporan 55.000.000 | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | pier B - " -| pav -
Masyarakat (PPIM) mbatasan Kegiatan Masyarakat Masyarakat (PPKM) embatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) (PPKM)
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bav .
dan Kelurahan Bendomungal di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Bendomungal 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | o 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bav .
dan Kelurahan Dermo di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Dermo 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | o 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bav .
dan Kelurahan Gempeng di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Gempeng 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  [Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau .
dan Kelurahan Kalianyar di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kalianyar 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  [Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau .
dan Kelurahan Kalirejo di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kalircjo 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  [Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau .
dan Kelurahan Kauman di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kauman 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Target Target Target Analisa Perubahan
Pemerintahan Indikator Kinerja Program / G Indikator Kinerja Program / v Dana o
Program/Kegiatan/Sub Kegiata Pagu (R Indikat Pagu (R Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikat Pagu (R Indikat Pagu (R
Daerah rogram/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp) teator (Rp) rogram/Kegiatan/Sub Kegiaf Kegiatan/Sub Kegiatan ncikator agu (Rp) Heator agu (Rp)
Kineria Kineria Kineria
(2) [E]] (6) (7 (8) ] (10) (10)
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  [Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | o 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau
dan Kelurahan Kersikan di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kersikan 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | [0\ 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau
dan Kelurahan Kidudalem di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kidudalem 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau
dan Kelurahan Kolursari di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Kolursari 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bau
dan Kelurahan Latek di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Latek 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19| | po 5.000.000 _ |Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa  |Jumlah Dokumen Penanganan Covid- | bav
dan Kelurahan Pogar di Tingkat Desa/ Kelurahan -000- dan Kelurahan Pogar 19 di Tingkat Desa/ Kelurahan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan ‘;::";‘;;;‘y‘:“:‘:" d'::‘;:’;m“m Pemberdayaan dan Kesejahteraan ‘;::;‘::;;‘:‘;‘:" d:‘:*,’{’:‘l'e';“e"m
Keluarga Tingkat Kecamatan dan 4 15 Laporan 75.000.000| 15 Laporan 41.943.000 | Keluarga Tingkat Kecamatan dan sat, 15 Laporan 41.943.000| DAU
Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Kelurahan Kelurahan
Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Keluarga yang Mengikuti _ | Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Keluarga yang Mengikuti | bav
Keluarga Peningkatan Katahan Pangan Keluarga | 20 K¢1UaT8% 15.000.000 Keluarga Peningkatan Katahan Pangan Keluarga
Jumlah Kel ikuti ) Jumlah Kel iluti
Peningkatan Kesadaran Keluarga umiah Beluaren yang mengiutt Peningkatan Kesadaran Keluarga umiah Keluarga yang mengiuti
: Peningkatan Kesadaran Keluarga : Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan ; dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan ;
dalam Mewujudkan Rumah Schat dan | 30 Keluarga 15.000.000 - dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan -| pau
Layak Huni serta kesadaran Hukum ’ Layak Huni serta kesadaran Hukum ’
e pecsaaran Layak Huni serta Kesadaran Hukum Layalc Tani serta Kesadaran Layak Huni serta Kesadaran Hukum
entang Kepemilikan Rumal tentang Kepemilikan Rumah entang Kepemilikan Rumal tentang Kepemilikan Rumah
Peningkatan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti
: Keluarga : Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam dan | o e dalam Peningkatan Pendidikan dan | FEMIEEatan Resadaran K€ uares
Keterampilan untuk Mewujudkan am Peningkatan Pendidikan dan 30 Keluarga 15.000.000| 30 Keluarga 41.943.000 |Keterampilan untuk Mewujudkan alam Peningkatan Pencidikan dan 30 Keluarga 41.943.000 | DAU
h Keterampilan untuk Mewujudkan Keterampilan untuk Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Sumber Daya Manusia yang !
Berkualitas dan Berdaya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing Berkualitas dan Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Taraf Hidup P e dalam Peningkatan Taraf Hidup e
lalam Peningkatan Taraf Hidup 30 Keluarga 15.000.000 . alam Peningkatan Taraf Hidup | bau

Keluarga Melalui Kehidupan
B i dan

Keluarga melalui Kehidupan
dan

Ekonomi Lainnya

Ekonomi Lainnya

Keluarga Melalui Kehidupan
B i dan

Ekonomi Lainnya

Keluarga melalui Kehidupan
i dan

Ekonomi Lainnya




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Analisa Perubahan
Pemerintahan Target Target Target Dana | Target
Da Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ’“‘"""“;f}';f.‘?.‘.f, ;"_m““ ! Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan "“;:::;S‘;’g‘;;f:‘ / Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp)
Kegiat Kineria Kineria Kineria Kineria
(2) 3) (5) (6) (7 (8) ] (10) (10)
i Jumlah Keluarga yang mengikuti _ Jumlah Keluarga yang mengikuti
Penumbuhan dan Peningkatan Penumbuhan dan Peningkatan Penumbuhan dan Peningkatan Penumbuhan dan Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam Kesadaran Keluarga dalam
. Kesadaran Keluarga Dalam 30 Keluarga 15.000.000 - . Kesadaran Keluarga Dalam - DAU -
Keterlibatan Perencanaan Kehidupan " N Keterlibatan . .
Mot Kt Bt e Keterlibatan Perencanaan Kehidupan N Kerraras Dot toe Perencanaan Kehidupan
Menuju Keluarga Berkualitas fuali Menuju Keluarga Berkualitas
Upaya laporan yang Upaya laporan yang R
e b POran TanE i tex 100% 170.000.000|  100% 108.671.500 a i e i terkait 100% 108.671.500| DAU
S - Jumlah Laporan hasil Sinergitas S - Jumlah Laporan hasil Sinergitas
Sinergitas dengan Kepolisian Negara an . Sinergitas dengan Kepolisian Negara an .
Republik Indonesia, TNI dan Instansi | Gcn82n Kepolisian Negara Republik = |y 5y ooy 150.000.000| 2Laporan 91.471.500 | Re publik Indonesia, TNI dan Instansi | (P20 Kepolisian Negara Republik = | oy 91.471.500| DAU -
1olik ndo Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di plik Indor Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di
Vertikal di Wilayah Kecamatan Wi Vertikal di Wilayah Kecamatan .
ilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
- Jumlah Laporan Pelaksanaan o Jumlah Laporan Pelaksanaan
?a‘::;"gjis.:.;‘;mﬁz”a‘::ﬁﬁ?“ Tokoh | armonisasi Hubungan dengan Tokoh | 2 Laporan 20.000.000| 1 Laporan 17.200.000 :;:ﬂ:‘_}:;:“‘;ﬁ:“::gf“ Tokoh | ormonisasi Hubungan dengan Tokoh | 1 Laporan 17.200.000| DAU B
8 ol Agama dan Tokoh Masyarakat v Agama dan Tokoh Masyarakat
dan Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Jumlah Laporan Koordinasi
p: B pa . .
o o dan Penegakan Perda dan Perkada 1 Laporan 20.000.000 o pan dan Perda dan DAU
yang terselenggara Perkada yang terselenggara
Koordinasi/ Sinergitas Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Koordinasi/ Sinergitas Dengan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas
Perangkat Dacrah yang Tugas dan Dengan Perangkat Dacrah yang Tugas Perangkat Dacrah yang Tugas dan Dengan Perangkat Dacrah yang Tugas
inya di Bidang dan inya di Bidang Fungsinya di Bidang Penegakan dan Fungsinya di Bidang Penegakan
2 & .000. - - | pau -
Und Perundang-Und: 1 Laporan 20.000.000 Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik | dan/atau Kepolisian Negara Republik dan/atau Kepolisian Negara Republik |dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Penyelenggaraan Urusan Umum Jumlah Peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Urusan Umum Jumlah Peserta yang mengikuti
Pemerintahan Umum Sesuai pembinaan wawasan kebangsaan dan | 50 Orang 40.000.000| 50 Orang 41.367.000 | Pemerintahan Umum Sesuai pembinaan wawasan kebangsaan dan -| DAU | 50 Orang 41.367.000
Penugasan Kepala Daerah ketahanan nasional Penugasan Kepala Daerah ketahanan nasional
Wawasan dan |Jumish Orang yang menglloti Feminasn Wanasan dan [Jumla Orangyang mengikurt
Ketahanan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, : Memantapkan Pengamalan Pancasila, :
Potate Memantapkan Pengamalan Pancasila, Memantapkan Pengamalan Pancasila,
sanaan Undang-Undang Dasar Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
’ ¢ Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 50 Orang 25.000.000 ¢ Pelaksanaan Undang-Undang Dasar -| pau -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ! § Negara Republik Indonesia Tahun 1945, & N
N . Negara Republik Indonesia Tahun 1945, N . Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Republil Pelestarian Bhincka Tunggal Ika serta Republil
; Pelestarian Bhincka Tunggal Ika serta ; Pelestarian Bhincka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan i Pemertahanan dan #
Keutuhan NKRI Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Pe dan
Keutuhan NKRI Keutuhan NKRI
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan |2 7iah Orang yang mengiluti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan |7 22 Orang yang mengiluti
e e Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan e e Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 50 Orang 15.000.000| 50 Orang 41.367.000 |(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) -| paU | 500rang 41.367.000
wawasan dan e wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
4 " wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional N Nasional .
Nasional Nasional
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Kegiatan Fasilitasi,
Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koord. Pembinaan 2 Kegiatan 75.000.000| 2 Kegiatan 5.500.000 n dan Koord. 2 Kegiatan 5.500.000 DAU -
sa dan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan pemerintah Desa
S Jumlah Dokumen yang difasilitasi I Jumlah Dokumen yang difasilitasi
g:s‘ll;““‘t P e“"‘;(s““‘f“ ge'““m“ Desa | jalam rangka Penyusunan Peraturan | 1 Dokumen 10.000.000 g::‘l;‘“‘!"“y‘]’f“;‘;";em“m“ Desa | jalam rangka Penyusunan Peraturan -| pau -
n Paraturan Kepala Desa Desa dan Paraturan Kepala Desa araturan Kepala Desa Desa dan Paraturan Kepala Desa
I - Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam I - Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam
Fasilitasi Pelaksanaan Pemeilihan Rangka Pelaksanaan Pemeilihan 1 Dokumen 50.000.000| 1 Dokumen 5.500.000 |Fasilitasi Pelaksanaan Pemeilihan Rangka Pelaksanaan Pemeilihan 1 Dokumen 5.500.000 | DAU -
Kepala Desa Kepala Desa
Kepala Desa Kepala Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan | 1 Dokumen 15.000.000 - |dan Kewajiban Lembaga rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan - | pau -
Kemasyarakatan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
20.850.700.000 19.771.254.953 18.998.684.466 772.570.487




Urusan/Bidang RENJA 2024 DPA 2024 P - RENJA 2024 Tambah/Kurang
Urusan Sumber
No Target Target Target Target Analisa Perubahan
Pemerintahan . . Indikator Kinerja Program / Yo Yo . . Indikator Kinerja Program / AB Dana poid
Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kesiatan/Sub Kegictan Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ‘Kegiatan/ Sub Kegiotan Indikator Pagu (Rp) Indikator Pagu (Rp)
Kineria Kineria Kineria Kineria
(2) (3) (5) (6) (Y] (8) 9) (10) (10)




Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1.

Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang semula pada
DPA Tahun 2024 ada 6 (enam) program/ (Lima Belas)
Kegiatan/ 72 (Tujuh Puluh Dua) sub kegiatan dengan besaran
anggaran Rp.19.771.254.953,- berubah menjadi S (lima)
Program/ 14 (empat belas) kegiatan/ 71 (Tujuh Puluh satu)
sub kegiatan dengan besaran anggaran Rp.18.998.684.4660,-
Dari Pagu Awal Renja 2024 sampai dengan Rencana Perubahan
Renja terdapat perubahan anggaran dan target kinerja yang
tidak sesuai dengan Renstra Kecamatan Bangil Tahun 2024-
2026. yang mana hal ini dikarenakan adanya Rencana
Penghematan Anggaran Tahun 2024 oleh Pemerintah
Kabupaten Pasuruan Sesuai dengan surat dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor:
100.3.4/1245/424.102/2024 tanggal 24 April 2024 perihal
Penghematan Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 dan Surat
dari Sekreatris Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor:
100.3.4/1586/424.102/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal
Tindak Lanjut Penghematan APBD 2024.



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya,
terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja pada pada tahun tahun sebelumnya, isu - isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi
masyarakat. Selain itu Perubahan Rencana Kerja ini berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku
sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.
Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak
dapat memenuhi pagu anggaran awal yang dialokasikan untuk Kecamatan
Bangil Kabupaten Pasuruan dimana implikasinya Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan akan mengurangi jumlah pagu anggaran dari beberapa
Program, Kegiatan dan sub kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran
pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi
Perubahan Renja yang ada, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan akan
benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi
tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam
pencapaian target dan sasaran dalam Renja, sehingga tidak berdampak
begitu besar untuk pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders
(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bangil dalam rangka

mendukung pencapaian target dan sasaran Pembangunan Kabupaten



Pasuruan. Selain itu dengan ditetapkannya Perubahan Renja tahun 2024
akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Anggaran (P-RKA) Tahun 2024. Dengan menyadari bahwa masih
adanya beberapa kendala atau masalah yang dijumpai dalam
pelaksanaanya, agar dapat diupayakan pemecahan dan dijadikan sebagai

pemacu pada setiap tingkat tahapan pencapaian keberhasilan tahun

anggaran berikutnya.

Pj. BUPATI PASURUAN
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